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PROGRES PENYUSUNAN RPJPD
(RANGKAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045)

Rabu,4 September2024
Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan oleh Kementerian
Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga

Jumat,18Oktober 2024
Penyampaian hasil evaluasi Ranperda tentang RPJPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 telah disampaikan
melalui Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan
nomor600.5-4314 Tahun 2024

Jumat,25Oktober 2024
Penyempurnaan dokumen dan penyampaian tindaklanjut
hasil evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa 
BaratTahun 2025-2045 ke Menteri Dalam Negeri

Senin,28Oktober 2024
Penyampaian Ranperda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2025-2045 ke DPRD Provinsi Jawa Barat

Minggu ke 3bulan Mei 2024 s.d. Minggu ke 4Juni2024

Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045 bersama Pansus IV DPRD Provinsi Jawa
Barat

Rabu,12Juni 2024

Pembahasan fasilitasi harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045 bersama Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia

Kamis,29Agustus 2024
Rapat Pleno persetujuan bersama Ranperda tentang
RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 Bersama
Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat

Jumat,30Agustus 2024
Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda
tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi
Jawa Barat melalui sidang paripurna DPRD Provinsi
Jawa Barat



PROGRES PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA

Raperda telah dievaluasi tetapi belum
ditetapkan

Penetapan RPJPD 2025-2045

Daerah yang belummenyepakati Nota
Persetujuan Bersama

Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah agar segera
menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045

Ranperda tentang RPJPD yang telah dievaluasi
tetapi belum ditetapkan karena ketentuan tata tertib
(DPRD) mengharuskan penetapan Perda melalui
pelaksanaan paripurna dan masa jabatan DPRD
Periode Tahun 2019-2024 sudah berakhir, maka DPRD
segera mengundang Kepala Daerah/Pj. Kepala
Daerah untuk penetapan Ranperda tentang RPJPD.

Daerah yang belum menyepakati Nota Persetujuan
Bersama antara Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah
dan DPRD Periode Tahun 2019-2024 terkait Ranperda
RPJPD Tahun 2025-2045, agar segera melakukan
koordinasi dengan DPRD Periode Tahun 2019-2024
yang masih menjabat atau DPRD Periode Tahun 2024-
2029, untuk menyepakati Nota Persetujuan
Bersama. Nota Persetujuan Bersama dimaksud
diharapkan dapat disepakati paling lambat Minggu ke
I bulan Desember 2024

Penetapan RPJPD 2025-2045

Perda RPJPDTahun2025-2045agar diinput ke
dalam SIPD

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan
Perda tentang RPJPD mendahului penetapan UU
Nomor 59 Tahun 2024 dan Perda tentang RPJPD
Provinsi Tahun 2025-2045, agar tetap menjadikan
Undang-Undang dan Perda Provinsi dimaksud
menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD
Tahun 2025-2029.

Pemerintah Daerah menginput dan mengunggah
tahapan penyusunan dan Perda RPJPD Tahun 2025-
2045 ke dalam Sistem lnformasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sebanyak 17 dari 27 Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat
sudah menetapkan RPJPD Tahun
2025-2045

Surat Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nomor: 
000.8.2.1/7981/Bangda tanggal 10 Oktober 2024



PROGRES PENYUSUNAN RANTEK RPJMD
(RANGKAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANTEK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2029)



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
TAHUN 2025
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ISU BESAR PEMBANGUNAN TAHUN
2025

RKPD 2025
(Tahun Terakhir 

RPJPD 2005 - 2025)

UU No.1 Tahun 2022 
tentang Hubungan 

Keuangan 
Pemerintah dan 

Daerah
(Opsen dan IPP)

KUA PPAS 
2025

Pelantikan Anggota 
Legislatif dan 
Kepala Daerah 

Terpilih
(Perubahan RKPD 

2025

Kemiskinan 0%
dan LPE 8%, 

serta Instabilitas 
Dampak Perang 
Rusia-Ukraina dan

Timur Tengah

UU No.1/ 
2022

Transisi Tahun 
Politik

Kebijakan Kabinet 
Merah Putih dan Dinamika

Geopolitik Global

RKPD 
2025

RPJMD 
2025-2029

RPJPD
2025-2045

RPD 
2024-2026KEM PPKF 

2025

RKP 2025



RPD
2024 - 2026

RKPD
2025

RPJPD
2025 - 2045

RPJMD
2025 - 2029

RKP
2025

1. Dukungan terhadap 
Prioritas Nasional

1. Visi dan Misi
2. Sasaran Visi
3. Arah Kebijakan Tahap I
4. Indikator Utama 

Pembangunan (IUP)

1. Arah Kebijakan Tahap I RPJPD
2. Indikator Utama Pembangunan 

(IUP)

1. Tujuan dan Sasaran
2. IKU
3. Program dan Indikator

Perangkat Daerah

SINKRONISASI DOKUMEN 
PERENCANAAN DAERAH



PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2029

19.643
21.244

18.522
20.334

23.250 23.689 25.193

19.204 19.718 20.248 20.796 21.362

33.919 
36.038 

34.504 
36.992 

33.236 34.146 
35.919 

29.929 30.705 31.522 32.384 33.297 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN DAERAH Proyeksi PAD 

• Pendapatan Provinsi 2025 s.d. 2029 diproyeksikan meningkat

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029



INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

3.282 Uraian
Subkegiatan
Penandaan
Rincian Belanja 
Infrastruktur 
Pelayanan Publik

berdasarkan

Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor
11/KM.7/2024 
tentang Penandaan
Rincian Belanja
Infrastruktur Pelayanan
Publik untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja
Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan 
Belanja Daerah

UU 1 Tahun 
2022
Pasal 147

Belanja 
Infrastruktur 
Pelayanan
Publik minimal 
40% (dari total 
Belanja Daerah diluar
belanja transfer)

Dalam hal persentase
belanja infrastruktur
pelayanan publik
belum mencapai 40%. 
Daerah harus
menyesuaikan porsi
belanja infrastruktur
pelayanan publik
paling lama 5 (lima) 
tahun sejak tanggal UU 
1 Tahun 2022 
diundangkan



PEMENUHAN BELANJA WAJIB DAERAH
Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 
& Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025

Belanja Pendidikan paling rendah 20%  
dari total Belanja Daerah

BELANJA PENDIDIKAN

Belanja Pegawai di luar tunjangan guru 
yang dialokasikan melalui TKD paling 
tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total 
Belanja Daerah;

BELANJA PEGAWAI

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 
paling rendah 40% dari total Belanja 
Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada Daerah dan/atau desa;

BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

37,37%
Rp11.113.901.701.300,00

Alokasi Belanja di bidang Kesehatan 
(tidak diatur, masuk dalam Rencana Induk
Kesehatan)

BELANJA KESEHATAN

Alokasi Belanja di bidang pengawasan

BELANJA PENGAWASAN 0,30%
Rp89.211.715.743,40

TOTAL BELANJA (RAPERDA): RP29.737.238.581.133

10%
Rp2.973.723.858.113,00

20%
Rp5.947.447.716.227,00

30%
Rp8.921.171.574.340,00

40%
Rp11.894.895.432.453,00

25,83%
Rp7.679.931.702.757,00

20,46%
Rp4.457.873.153.191,00

10,10%
Rp3.003.461.096.694,00

0,30%
Rp89.211.715.743,40 11



DOKUMEN PERENCANAAN
2024 2025

RKPD 2025

RKPD 2026

RPJMD 2025-2029 (Gubernur Terpilih)

Perubahan RKPD 2025
KUA PPAS dan 

Raperda APBD 2025

FebruariJuni JuniNovember

RPJPD 2025-2045

RPJMD Teknokratis 2025-2029
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KABINET MERAH PUTIH



● Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan untuk mencapai 8 persen.
Berdasarkan simulasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
8 persen, Provinsi Jawa Barat harus menargetkan pertumbuhan
ekonominya sebesar 8,20 persen.

● Proyeksi target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilakukan
menggunakan metode Financial Programming Policy (FPP) dengan
menurunkan hasil proyeksi nasional yang dibuat oleh direktorat PMAS
Bappenas dan tim transisi pada 1 Oktober 2024.

● Secara teknis, pertumbuhan Jabar 8,2% bersumber dari peningkatan
elastisitas dari 0,9 menjadi 1,0-1,1, dengan share PDRB Jawa Barat terhadap
PDB nasional meningkat dari 12,1-12,5% menjadi 12,6-12,8%

● Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kawasan Rebana memiliki rata-
rata pertumbuhan di atas 10%, seiring dengan dimulainya konstruksi di
Subang Smart Politan.

● Bogor sebagai salah satu kontributor terbesar di Jawa Barat dan
kabupaten yang memiliki KEK Lido diasumsikan bisa tumbuh dengan rata-
rata pertumbuhan 7,1%.

● Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2025-2029 di daerah
kontributor PDRB terbesar lainnya adalah sebagai berikut.

○ Kabupaten Bekasi 7,2%
○ Kabupaten Karawang 7,4%
○ Kota Bandung 8,5%

SIMULASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL 8 PERSEN DI JAWA BARAT

TINJAUAN SIMULASI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI  NASIONAL 2025-2029

PERTUMBUHAN KOMPONEN PDRB JAWA BARAT

Komponen PDRB 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Konsumsi Rumah Tangga 4,78 5,3 5,99 6,6 7,0 7,4

PMTB 5,00 5,9 6,7 7,3 7,8 8,2

Ekspor barang dan jasa 11,811 11,88 13,47 14,74 15,79 16,68

Konstruksi 5.18 6,1 6,9 7,5 8,1 8,5

Infokom 7.54 6,5 7,4 8,1 8,7 9,2

Transportasi 8.82 10,3 11,7 12,8 13,8 14,5

Pertanian … 4.21 4,5 5,1 5,7 6,1 6,5

Industri pengolahan 4,5 5,9 6,6 7,2 7,6 7,9

PENDALAMAN PROYEKSI SECARA SPASIAL 



TARGET INDIKATOR MAKRO
JAWA BARAT TAHUN 2025

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,00 5,67 4,96-5,37 5,3-5,6

1

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Tingkat Kemiskinan 7,62 7,34 5,85 - 6,46 7,0-8,0

2

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Indeks Gini 0,425 0,394 0,383 –
0,390

0,379-
0,382

3

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Tingkat Pengangguran
Terbuka

7,44 8,01 6,42 - 6,99 4,5-5,0

4

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Indeks Modal Manusia - - 0,55 0,56

5

INDIKATOR Realisasi
2023

Target 
2024

Target 
2025

Target 
Nasional

Penurunan Intensitas Emisi
GRK

- - 38,6

6

Keterangan:
TARGET 2023 = Berdasarkan Perubahan RPJMD 

2018-2023
TARGET 2024 = Berdasarkan RPD 2024-2026
TARGET 2025 = Berdasarkan Hasil 

Rakortekrenbang Tahun 2024



KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
(halaman 166)
d. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program
prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:
1) Mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari

APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi
kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2) Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber
dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025
sebagai bagian sinergi pendanaan

3) Dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program
prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025,
pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului
perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada
tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan
kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada
Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan
perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

ARAHAN TERKAIT MAKAN BERGIZI TAHUN 2025

Proyeksi Dukungan APBD 
di Provinsi Jawa Barat untuk 
Makan Bergizi Gratis : 
Rp 1.007,72 Milyar
Berdasarkan proyeksi kebutuhan dari
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia



MEKANISME  BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA
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STRATEGI OPTIMALISASI BELANJA DAERAH
APBD ALAT PENCAPAIAN

INDIKATORMAKRO PEMBANGUNAN

Transformator

Dinamisator

StimulatorKolaborator

Akselerator

APBD 2025



PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA KINERJA

Visi/Misi

Tujuan dan
Sasaran

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

RPJMD /
RPD

IKK Hasil
(Outcome)

IKK
Keluaran  
(Output)

merupakan keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat
dalam periode waktu tertentu

adalah suatu produk akhir yang dihasilkan 
dari serangkaian proses yang diperuntukkan  
bagi customer atau target group agar
outcome dapat terwujud.

Indikator 
Makro dan  

IKU
Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcome

BELANJA
PERANGKAT DAERAH

BANKEU/HIBAH/BANSOS
(Melalui input SIPD)

RENSTRA

RENJA



Multi Sektor Multi 
Level/Instansi

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO
(ULTIMATEGOALS)

BELANJA  
OPD

BANKEU/  
HIBAH

Multi
Sumber Daya

SWASTA
(KPBU)

APBD
Kab/Kota

APBN dan 
Transfer

CSR & DANA
UMAT

Dilakukan  
oleh: 
OPD di 
Tingkat
Provinsi Jawa  
Barat

Dilakukan 
oleh: 
Pemda 
Kab/Kota, 
Lembaga/ 
masyarakat 
dan isntitusi 
vertikal

Dilakukan  
oleh:
OPD di dan 
Swasta 
mandiri

Dilakukan 
oleh: 
Masyarakat  
langsung

Dilakukan  
oleh: 
OPD
Provinsi dan
Satuan Kerja
di K/L

Dilakukan  
oleh: 
OPD di 
Kab/Kota



PERKEMBANGAN BELANJA  
HIBAH & BANKEU

2023

Rp4,77 T Rp5,22 T Rp3,25 TRp2,93 T

2024 RKPD 2025 R-APBD 2025

2023

Rp4,07 T Rp3,48 T Rp2,54 TRp3,13 T

2024 RKPD 2025 R-APBD 2025

HIBAH

BANKEU



METODE PENAPISAN BANKEU 
BOTTOM UP

4 PROPORSI HASIL OPSEN



Rekapitulasi Pengajuan Aspirasi 
Masyarakat RKPD 2024 dan 2025

JENIS USULAN LOLOS VERIFIKASI LOLOS VERIFIKASI

Bankeu 3.131 1.988
Bankeu Kompetitif 123 92
Bankeudes 975 629
Bankeudes Kompetitif 52 59
Hibah/Bansos 12.467 5.032
Hibah Kompetitif 100 20

Grand Total 16.848 7.820

Total Usulan Masuk 39.259 26.122
Total Lolos Verifikasi 16.848 7.820

20252024



PENGHARGAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) 
TAHUN 2025 
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PENGHARGAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan
evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap
provinsi, kabupaten, dan kota melalui
Penghargaan Pembangunan Daerah.

PPD diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah pusat yang menunjukkan prestasi
dalam perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan
inovasi pembangunan daerah.

PPD menjadi basis penilaian Indeks Perencanaan
Pembangunan (IPP). IPP merupakan salah satu
indeks komposit Indeks Reformasi Birokrasi.

1. Mendorong sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antara perencanaan
pusat dan daerah;

2. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan
yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan;

3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara
efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan; dan 

4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan. 

TUJUAN

OBJEK DAN RUANG LINGKUP
1. Pencapaian pembangunan daerah
2. Kualitas dokumen RKPD

3. Proses Penyusunan Perencanaan
4. Inovasi Pembangunan daerah



RENCANA AGENDA PENGHARGAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

MEI-JUN 2024

JANUARI 2025 
PELAKSANAAN 
SPEKTAKULAR 

UNTUK PERSIAPAN 
PPD 2025

MEI-JUN 2024

PELAKSANAAN 
SPEKTAKULAR 

UNTUK 
PERSIAPAN PPD 

2026

MEI-JUN 2025

SOSIALISASI
PENYAMPAIAN 

KOTA/KAB TERBAIK 
KE BAPPENAS 

FEB 2025 APRIL 2025

PENILAIAN 
KOTA/KAB 

(TK.PROVINSI)

JAN-FEB 2025

PENDAMPINGAN 
KAB/KOTA TERBAIK 
DLM PENILAIAN TK. 

NASIONAL

FEB-MAR 2025

PENYERAHAN 
PENGHARGAAN 

KOTA/KAB TERBAIK DI 
MUSRENBANG-PROV

JANUARI 2025 

PENYERAHAN 
PENGHARGAAN DAERAH 

TERBAIK DI 
MUSRENBANG-NAS

MEI 2025

FASE PEMBINAAN FASE PENILAIAN FASE CONTINOUS 
IMPROVEMENT



bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id


